BAB II
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL

A. Sejarah Perusahaan

Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga independen yang
dibentuk pada tahun 2012 yang bertugas melakukan pengawan di Sektor Jasa
Keuanganseperti IndustriPerbankan, Pasar modal, Reksadana, dan Instansi
Keuangan Non-bank (IKNB) yangsudah harus terbentuk pada tahun 2010.
Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaisuatu lembaga pengawas
sektor keuangan di Indonesia perlu untuk diperhatikan, karena
harusdipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK
tersebut.Sejarah terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan adalah dengan tujuan
membentuk lembaga khusus untuk melakukan pengawasan perbankan yang
dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011.' Dalam UU tersebut
dijelaskan bahwa tugas pengawasan terhadap Bank akan dilakukan oleh
lembaga pengawasan Sektor Jasa Keuangan yang independen, dan dibentuk
dengan Undang-Undang. Dengan melihat ketentuan tersebut, maka telah jelas
tentang pembentukan lembaga pengawasan Sektor Jasa Keuangan independen

harus dibentuk.

1Wikipedia, "Otoritas Jasa Keuangan”,
(https://id.wikipedia.org/wiki/Otoritas_Jasa_Keuangan diakses 5 November 2017)
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Tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan agar keseluruhan
kegiatan di dalam Sektor Jasa Keuangan menjadi transparan dan sehat,

diantaranya:

1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan
dan stabil
3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat”
Sedangkan fungsinya adalah menyelenggarakan sistem pengaturan
dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sector

jasa keuangan.

Akan tetapi dalam prosesnya, sampai dengan tahun 2010 perintah
untuk pembentukan lembaga pengawasan ini masih belum terealisasi. Kondisi
tersebut memyebabkan dalam kurun waktu hampir satu dekade Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) tidak dapat menjadi pengawas perkembangan perbankan
yang belakangan ada banyak isu-isu negatif di kalangan perbankan seperti
kasus Bank Century (Sebelum hadirnya OJK) yang melakukan penyimpangan
tanpa ada ketakutan bertindak dikarenakan memang tidak ada lembaga

tertentu yang menjadi pengawas.

Dengan melihat kehadiran OJK dapat dimaksudkan untuk

menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang selama ini

2Qtoritas Jasa Keuangan, "Tugas dan Fungsi” Tentang OJK,
http://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Tugas-dan-Fungsi.aspxdiakses 5November
2017)
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cenderung muncul.Sebab dalam OJK, fungsi pengawasan dan pengaturan
dibuat terpisah. Akan tetapi meskipun OJK memliki fungsi pengaturan dan
pengawasan dalam satu tubuh fungsinya tidak akan tumpang tindih, sebab
OJK secara organisatoris akan terdiri atas tujuh dewan komisioner.
Kewenangan pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia akan jauh
berkurang, namun Bank Indonesia masih mendampingi pengawasan. Kalau
selama ini mikro dan makro prudensialnya di Bank Indonesia, dimana OJK
akan fokus menangani mikro prudensialnya sedangkan Bank Indonesia lebih

banyak menghadapi isu makro seperti moneter dan Bl rate.

1. Visi dan MisiOJK
Visi: Visi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah menjadi lembaga
pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan
konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa
keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global
serta dapat memajukan kesejahteraan umum.
Misi:
a. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam Sektor Jasa
Keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel
b. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan
stabil
c. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
2. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

a. Wewenang Pengaturan :



1y

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10

menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini
menetapkan peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa
Keuangan

menetapkan peraturan dan keputusan OJK

menetapkan peraturan mengenai pengawasan di Sektor Jasa
Keuangan

menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK

menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah
tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu
menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola
statuter pada Lembaga Jasa Keuangan

menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola,
memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban
menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa

Keuangan.

. Wewenang Pengawasan:

1)

2)

3)

menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan

jasa keuangan

mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh
Kepala Eksekutif
melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan

Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan,
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pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana
dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa
Keuangan
4) memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan
dan/atau pihak tertentu
5) melakukan penunjukan pengelola statuter
6) menetapkan penggunaan pengelola statuter
7) menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan
pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di Sektor
Jasa Keuangan.
8) memberikan dan/atau mencabut:
a) izin usaha
b) izin orang perseorangan
c) efektifnya pernyataan pendaftaran
d) surat tanda terdaftar
e) persetujuan melakukan kegiatan usaha
f) pengesahan
g) persetujuan atau penetapan pembubaran
h) penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan
perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan.
B. Struktur Organisasi OJK
Kantor Regional 1 Otoritas Jasa Keuangan (KR 1 OJK) dikepalai oleh

Kepala Kantor Regional. Kepala kantor regional membawahi langsung
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Direktur pengawasan Bank dan Direktur Manajemen Strategis, EPK, dan
Kemitraan Pemerintah. Direktur pengawasan Bank sendiri membawahi tiga
Deputi Direktur yakni Deputi Direktur Pengawasan Bank 1, Deputi Direktur
Pengawasan Bank 2, Deputi Direktur Pengawasan Bank 3 dan Perizinan.
Direktur Manajemen Strategis, EPK, dan Kemitraan Pemerintah Daerah
Membawahi langsung Deputi Direktur Informasi, Dokumentasi, dan EPK.
Deputi Direktur Informasi, Dokumentasi, dan EPK bertanggung jawab
langsung terhadap tiga Bagian yaitu, Bagian Anggaran, Bagian Informasi dan
Dokumentasi, dan Bagian Edukasi dan Pelayanan Konsumen. Departemen
Manajemen Strategis, EPK, dan Kemitraan Daerah memiliki tugas dalam
melakukan pengawasan dan penelitian terhadap sektor perekonomian di
wilayah regional Kantor Regional 1 OJK Jakarta - Banten. Divisi Informasi
dan Dokumentasi memiliki tugas dalam memperoleh serta menganalisis sektor
perekonomian di wilayah regional Kantor Regional 1 OJK Jakarta —
Banten.Berikut merupakan gambaran struktur yang ditunjukan pada gambar

IL.1.
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Gambar I1.1: Struktur Organisasi Kantor Regional 1 Otoritas Jasa Keuangan

(OJK)

Sumber : Diolah Praktikan

C. Kegiatan Umum Perusahaan
Sesuai dengan nama instansi tempat Praktikan melaksankan PKL,
Otoritas Jasa Keuangan secara umum berkegiatan dalam mengelola dibidang

Sektor Jasa Keuangan. Bidang yang ditanganioleh Otoritas Jasa Keuangan
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(OJK) ini merupakan bidang yang bertujuan untuk memajukan Industri
Keuangan di Indonesia agar dapat menunjangperekonomian dan
pembangunan yang merata di seluruh Indonesia. Dalam mencapai tujuan
tersebut ada beberapa kegiatan umum yang dilakukan oleh OJK setiap
tahunnya, yaitu :
1. Melakukan kegiatan dalam mengatur dan mengawasi Sektor Perbankan
dan Instansi Keuangan Non Bank (IKNB).
Lingkup penerbitan aturan dan pengawasan pada Bank dan IKNB oleh
OJK sangat luas, mulai dari peraturan secara umum, pengawasan dan
pelaksanaan, hingga Standard Operating Procedure atau SOP kegiatan
apapun yang terkait dengan jasa keuangan.Kegiatan ini rutin dilakukan
selama 10-14 hari dalam satu bulan dimana pegawai Pengawas Bank OJK
melakukan pengawasan dan survey data secara langsung ke Bank - Bank
yang sudah terdaftar di OJK. Pengaturan dan pengawasan mengenai
kesehatan Bank meliputi:
a. Likuiditas
b. Rentabilitas
c. Solvabilitas
d. Kualitas aset
e. Rasio kecukupan modal minimum
f. Batas maksimum pemberian kredit
g. Laporan keuangan Bank

h. Sistem informasi debitur
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i. Standar akuntansi Bank.

Selain mengawai Sektor Perbankan, OJK juga mengatur dan mengawasi
IKNB seperti Jasa Perasuransian, Lembaga Pembiayaan, Lembaga Dana
Pensiun, dan Perusahaan Modal Ventura. Kegiatan ini sama hal nya
dengan kegiatan pengawasan perbankan dimana pegawai di Kantor
Regional yang melakukan kegiatan rutin dalam melakukan pengaturan dan

survey terhadap IKNB.

. Melakukan kegiatan dalam Pengawasan Pasar Modal

Bidang Pengawasan Pasar Modal mempunyai tugas menyelenggarakan

sistem pengaturan dan pengawasan sektor pasar modal yang terintegrasi

terhadap keseluruhan kegiatan di Sektor Jasa Keuangan. Dalam

melaksanakan fungsi bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal

mempunyaikegiatandalam:

a. Menyusun peraturan pelaksanaan di bidang Pasar Modal

b. Melaksanakan Protokol Manajemen Krisis Pasar Modal

c. Menetapkan ketentuan akuntasi di bidang Pasar Modal

d. Merumuskan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang
Pasar Modal

e. Melaksanakan analisis, pengembangan dan pengawasan Pasar Modal
termasuk Pasar Modal Syariah

f. Melaksanakan penegakan hukum di bidang Pasar Modal
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g. Menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan
sanksi oleh OJK, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

h. Merumuskan prinsip-prinsip Pengelolaan Investasi, Transaksi dan
Lembaga Efek, dan tata kelola Emiten dan Perusahaan Publik

i. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang
memperolah izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari OJK dan pihak
lain yang bergerak di bidang Pasar Modal.

3. Melakukan edukasi keuangan ke Instansi — Instansi Pendidikan seperti
sekolah dan universitas

Kegiatan ini dilakukan OJK dalam langkah meningkatkan Inklusi dan

Literasi Keuangan di Indonesia. Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh

OJK ke ekolah — sekolah dan niversitas pada tahun 2017 salah satunya

adalah Gerakan Rusun Menabung, Gerakan Ayo Menabung, dan Gerakan

Ayo Menabung Saham.
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